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1. Meningkatkan kredibilitas aparat Peradilan Agama 

Polewali sebagai penegak hukum yang profesional, 

bermoral dan berdedikasi tinggi yang didukung sarana 

dan prasarana yang memadai; 

2. Meningkatkan kualitas aparatur Peradilan Agama 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

3. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang 

modern dalam memberikan pelayanan prima terhadap 

masyarakat pencari keadilan; 
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Mewujudkan Pengadilan Agama 
Polewali sebagai lembaga penegak 
hukum yang bersih dan berwibawa 
dengan diterapkannya sistem peradilan 
yang sederhana, cepat, transparan dan 
akuntabel 

 Peningkatan    kinerja    penyelesaian    
perkara pada Pengadilan Agama 
Polewali 

 Peningkatan tertib administrasi perkara 
pada Pengadilan Agama Polewali 

 Peningkatan     kualitas     pengawasan     
pada Peradilan Agama Polewali. 

Mewujudkan peningkatan kualitas 
pelayanan publik terhadap  
masyarakat pencari keadilan 

  Peningkatan aksesibilitas masyarakat 
terhadap Peradilan Agama Polewali 
(acces to justice) 

Mewujudkan birokrasi yang  
modern dengan mengedepankan 
dimensi independensi, integritas  
dan budaya kerja pada Pengadilan 
Agama Polewali 

 Peningkatan   kualitas   SDM   pada   
Peradilan Agama Polewali 

 Peningkatan   dukungan   manajemen   
dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan 
Agama Polewali 

 Peningkatan sarana prasarana dalam 
menunjang  pelaksanaan  tupoksi   
Pengadilan Agama Polewali 
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI 
Nomor: W20-A22/ 02 /OT/SK/I/2014  

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA POLEWALI 

TAHUN 2015-2019 
KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI  

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan 
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Tentang 
Rencana Strategis Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015-
2019; 

 
Mengingat:      1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan   

Kehakiman; 
 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang 
Peradilan Agama;  

 
Memperhatikan: Surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 2014 

Nomor 7/BUA/OT.1/I/2014 tentang Usul Kegiatan Tahun 
2015-2019 dan Renstra. 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI 

TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA 
POLEWALI TAHUN 2015-2019. 

 
PERTAMA  :  Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Polewali, 

yang selanjutnya disebut Renstra Pengadilan Agama Polewali 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali 
ini sebagai dokumen perencanaan Pengadilan Agama 
Polewali untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 
2015 sampai dengan 2019. 

 
KEDUA       :  Renstra Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015-2019 berisi visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator 
kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan 
bersifat indikatif. 

 
KETIGA      : Renstra Pengadilan Agama Polewali Tahun 2015-2019 sebagai 

acuan kerja bagi pimpinan, hakim, pejabat strukturula dan 
fungsional serta karyawan Pengadilan Agama Polewali, untuk 
lima tahun kedepan. 

 
KEEMPAT   : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

 



Tembusan disampaikan kepada: 
 
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 
2. Dirjen Badilag MARI; 
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
 

Ditetapkan di: Polewali 
pada tanggal: 27 Januari 2014 
Ketua Pengadilan Agama Polewali, 
 

 
 

Drs. H. Hasbi, MH. 
NIP.19591231.198803.1.025 
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DASAR HUKUM 

 

SELAYANG PANDANG PENGADILAN AGAMA POLEWALI  

Pengadilan Agama Polewali adalah salah satu pengadilan 
yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama 
Makassar, yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar 
meliputi dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Barat dan Pengadilan Agama Polewali berada di Sulawesi 
Barat. Dasar pembentukan Pengadilan Agama Polewali 
adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 dan 
kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama 
No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan 
pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di 
Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 
menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di 
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan 
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 
pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama 
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 
mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-
undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana Pasal 3 ayat 
(1) huruf a yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman 
di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama. 
 
Pengadilan Agama Polewali sebagai kawal depan 
Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 
dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU 
Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan 
Agama sebagai Judicial Power, yaitu : Pertama, bahwa 
pada pasal 49 menyatakan Pengadilan Agama bertugas 
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. 
wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; 
dan i. ekonomi syari'ah. selain tugas pokok sebagai tersebut 
di atas, Pengadilan Agama bertugas pula memberikan istbat 
kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada 
tahun Hijriyah. (vide : pasal 52 A Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 
2009). Dan pada penjelasan alinea kedua pasal tersebut 
Pengadilan Agama berfungsi pula sebagai pemberi 
keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan 
arah kiblat dan penentuan waktu shalat. 

TUPOKSI 
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7 AREA 

PENGADILAN YANG 

UNGGUL 

(EXCELENCE) 

 

ARAH PENGEMBANGAN LIMA TAHUN KEDEPAN 

 
Pengadilan Agama Polewali selaku kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung 
memiliki  tugas  dan tanggung jawab  serta peran yang strategis dalam 
melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal 
tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, 
berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. 
 
Arah pengembangan Pengadilan Agama Polewali lima tahun kedepan dititik 
beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi 
SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang 
mendukung tercapainya tujuan bernegara. 
 
Peningkatan Peran Pengadilan Agama Polewali mengacu pada kerangka 
lembaga peradilan yang ideal (Frame for Court Excellent) sebagaimana yang 
dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA 
(Organization Diagnostic Assesment), ada tujuh area / bidang utama yang 
memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan,sebagai berikut : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketujuh area tersebut yaitu: 

 
1.    Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan (Court Management and   

Leadership) 
2.    Kebijakan Peradilan (Court Policies) 
3.    Sumber Daya Manusia (Human Resources) 
4.    Proses Peradilan/Pengadilan (Court Proceedings) 
5.    Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan (Client Needs and 

Satisfaction) 
6.    Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan (Affordable and Accessible 

Court Services) 
7.    Kepercayaan Publik (Public Trust and Confidence) 

 

 

 

 

 

PENGARAHAN/

PENDORONG 

SISTEM DAN 

PENGGERAK 

HASIL 

1. KEPEMIMPINAN DAN 

MANAJEMEN PENGADILAN  

    2.  KEBIJAKAN-KEBIJAKAN 

PENGADILAN 
 3. SUMBER DAYA MANUSIA 

SARANA DAN PRASARANA 
 4. PENYELENGGARAAN 

PERSIDANGAN 

   5. KEBUTUHAN & KEPUASAN   

PENGGUNA PENGADILAN 
   6. PELAYANAN PENGADILAN 

YANG TERJANGKAU 
   7. KEPERCAYAAN & 

KEYAKINAN MASYARAKAT 
PADA PENGADILAN  
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VISI 
 
Visi Pengadilan Agama Polewali adalah: 

 ‘’TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG LUHUR, 

BERMARTABAT DAN BERWIBAWA’’. 

 
Visi Pengadilan Agama Polewali tersebut merupakan kondisi atau gambaran 
keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi 
seluruh fungsionaris Peradilan Agama Polewali dalam melakukan aktifitasnya. 
Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Polewali mengandung 
pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut: 
 
a. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Polewali adalah salah 

satu pengadilan agama dari dua puluh empat Pengadilan Agama yang ada 
berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang mana 
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar berada pada dua provinsi, yaitu 
provinsi Sulawesi Selatan dan provinsi Sulawesi Barat,  dan Pengadilan 
Agama Polewali berkedudukan pada provinsi Sulawesi Barat. 
 

b. Pengertian secara organisasional: Pengadilan Agama Polewali yang 
susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, 
Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing 
fungsionaris tersebut. 

 

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Agama Polewali tersebut adalah: 
 
a. Luhur dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi 

pencari keadilan dalam mengharapkan keadilan bagi masyarakat. 
b. Bermartabat mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, 

berbudi baik, disegani masyarakat. 
c.  Berwibawa mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada 

pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain 
melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh 
daya tarik. 
 

MISI 

 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Polewali sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan kredibilitas aparat Peradilan Agama Polewali sebagai penegak 

hukum yang profesional, bermoral dan berdedikasi tinggi yang didukung 
sarana dan prasarana yang memadai; 
 

2. Meningkatkan kualitas aparatur Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya. 
 

3. Meningkatkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam 
memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan; 

 

 

 

 

VISI DAN MISI 
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Independensi        

 

Profesionalisme     

 

Nilai Dasar 

 

Dalam melaksanakan misinya Pengadilan Agama Polewali menjaga nilai-nilai 
dasar sebagai berikut: 
 

Kami menjunjung tinggi independensi, baik 

secara kelembagaan, organisasi, maupun 

individu. Dalam semua hal yang berkaitan 

dengan penegakan hukum, kami bebas dalam 

sikap mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang 

dapat mempengaruhi independensi. 

               

Kami membangun nilai integritas dengan 

bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam 

menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 

 

Kami membangun nilai profesionalisme dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, 

dan kecermatan, serta berpedoman kepada 

standar yang berlaku. 

 

TUJUAN STRATEGIS 
 
Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Polewali berupaya untuk 
mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 
1. Mewujudkan Pengadilan Agama Polewali sebagai lembaga penegak hukum 

yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang 
sederhana, cepat, transparan dan akuntabel. 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat 
pencari keadilan. 

3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi 
independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Polewali. 
 

SASARAN STRATEGIS 
 
Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Polewali 
menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut: 
 

 Peningkatan  kinerja  penyelesaian  perkara  pada  Pengadilan Agama 
Polewali. 
 
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh 
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari 
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Polewali 
menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam 
penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Polewali membuat perangkat standar 
operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan 
sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh 
dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan 
pemikiran hal tersebut diatas, antara lain: 
 

Integritas 
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a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan menjadi meningkat. 
b. Prosentase perkara yang diselesaikan menjadi meningkat. 
c. Prosentase perkara yang diputus tingkat pertama kurang dari 6 (enam) bulan 

menjadi menurun. 
d. Prosentase perkara yang diminutasi menjadi meningkat 
e. Prosentase putusan tingkat pertama yang tidak banding menjadi meningkat. 

 
 Peningkatan   tertib   administrasi   perkara   pada   Pengadilan Agama 

Polewali. 
 
Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang 
teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam 
bidang pengelolaan perkara yang menjadi bagian tugas pokok pengadilan. 
Pengadilan Agama Polewali menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib 
administarsi perkara, Pengadilan Agama Polewali membuat perangkat standar 
operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan 
sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh 
dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal 
tersebut diatas, antara lain: 
 
a. Prosentase berkas yang diajukan secara lengkap dapat terpenuhi. 
b. Prosentase berkas yang  diregister dan  siap  didistribusikan ke Majelis dapat 

terpenuhi. 
c. Prosentase pengiriman berkas banding, kasasi dan PK yang dikirim ke 

Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi tepat waktu. 
b. Prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat tepat waktu. 
c. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip. 

 
♦  Peningkatan  kualitas  pengawasan  pada  Peradilan Agama Polewali. 
 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan 
agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi 
pokoknya. Melalui pengawasan diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi 
dalam pelaksanaan tugas dapat segera diatasi. Apalagi kedepan persoalan yang 
akan dihadapi oleh lembaga peradilan semakin kompleks sehingga kualitas 
pengawasan harus tetap terjaga dan terus ditingkatkan. Sebagai bentuk 
penjagaan dan peningkatan kualitas pengawasan adalah dengan penguatan 
organisasi pengawasan. Bentuk penguatan organisasi pengawasan antara lain: 
 
a. Restrukturisasi organisasi pengawasan 
b. Penguatan SDM 
c. Standar Operasional Prosedur yang obyektif dan jelas 
d. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi 

masyarakat. 
 

Pengadilan Agama Polewali menyadari hal itu, maka untuk mendorong 
peningkatan kualitas pengawasan, Pengadilan Agama Polewali telah melakukan 
sebagaimana pemikiran tersebut di atas. Dengan tujuan agar tercipta indikator 
kinerja yang positif dalam peningkatan kualitas pengawasan, antara lain: 
 

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dapat meningkat. 
b. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan. 
c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti tepat waktu. 
d. Prosentase pelaksanaan system pengendalian internal dapat dilaksanakan. 
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 Peningkatan   aksesibilitas   masyarakat  terhadap   Peradilan   Agama 
Polewali (acces to justice). 
 
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk 
mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Salah 
satu upaya menjaga kredibilitas badan peradilan dilakukan dengan adanya 
publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut 
dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan penguatan untuk 
membangun kepercayaan stakeholders di dalam badan peradilan itu sendiri. 
Menjaga kredibitas dan transaparansi yang indikatornya adalah pelaksanaan 
publikasi putusan sangat diperlukan faktor pendukung yang dapat memudahkan 
dalam pengelolaannya, yaitu teknologi informasi. Pengadilan Agama Polewali 
menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan aksesibilitas masyarakat 
terhadap Peradilan Agama Polewali (acces to justice) diperlukan indikator kinerja, 
berupa prosentase putusan tingkat pertama yang dipublikasikan menjadi 
meningkat. 
 

 Peningkatan kualitas SDM pada Peradilan Agama Polewali. 
 

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 
obyektif sangat diperlukan untuk menciptakan personil yang berintegritas dan 
profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan dan 
langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategic menyeluruh, terstruktur, 
terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.  
 
Sistem Manajemen SDM tersebut harus berbasis kompetensi, sebab kompetensi 
menjadi elemen kuncinya. Secara umum kompetensi ada dua macam, yaitu soft 
competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang 
berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan 
antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, seperti leadership, 
communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency adalah 
kompetensi yang  berkaitan  dengan  kemampuan  fungsional  atau teknis suatu 
pekerjaan, seperti memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat 
laporan keuangan dan Iain-Iain.  
 
Pengadilan Agama Polewali menyadari hal itu, maka untuk mendorong 
peningkatan kualitas SDM pada Peradilan Agama Polewali, pemikiran tersebut di 
atas sangat perlu untuk didukung dan dilaksanakan dengan konsisten. 
Implementasi dari pemikiran tersebut, antara lain: 
 
1. Mendorong SDM yang ada untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti 

pendidikan formal lebih tinggi. 
2. Menginventarisasi dan mengusulkan SDM yang ada untuk mengikuti diklat 

yang terpadu dan berkelanjutan serta terpusat yang dilaksanakan oleh diklat 
Mahkamah Agung. 

3. Melakukan kegiatan peningkatan kompentesi semacam pendidikan dan 
pelatihan diluar kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh 
Mahkamah Agung, sebagai kegiatan altematif, semacam DDTK atau Bimtek, 
yang diselenggarakan oleh PTA, satker sendiri. Hal tersebut di atas dilakukan 
dalam rangka mencapai indikator kinerja yang positif dalam peningkatan 
kualitas SDM pada Peradilan Agama Polewali, sehingga dapat terwujud, yaitu: 
 
a. Prosentase Pembinaan Teknis Yustisial yang berkelanjutan dan 

meningkat. 
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b. Prosentase Pembinaan Teknis Non Yustisial yang berkelanjutan dan 
meningkat. 

 
 Peningkatan   dukungan   manajemen   dalam   pelaksanaan   tupoksi 

Pengadilan Agama Polewali. 
 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Polewali 
harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang 
dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Tugas teknis 
lainnya tersebut merupakan supporting unit untuk mendukung kinerja pengadilan. 
Adapun unit kerja tersebut adalah unit kerja kesekretariatan. Unit kerja 
kesekretariatan mempunyai bagian-bagian dalam melaksanakan tugas sebagai 
supporting unit, yaitu: 
 
1. Bagian Kepegawaian. 
2. Bagian Umum. 
3. Bagian Keuangan. 

 
Bagian-bagian tersebut di atas bertugas untuk melayani internal dan 
mempertanggungjawabkan tugasnya internal dan eksternal pada stakehorders 
menurut bidangnya masing-masing. Pengadilan Agama Polewali menyadari hal 
itu, maka untuk mendorong peningkatan dukungan manajemen dalam 
pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali, Pengadilan Agama Polewali 
telah berupaya untuk meningkatkan kinerja unit kerja pendukung {supporting 
unit). Hal tersebut bertujuan agar tercipta indikator kinerja yang positif dalam 
dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali, 
antara lain: 
 
a. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu 

tahun anggaran terus meningkat. 
b. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan yang dibuat dapat 

terpenuhi. 
c. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang 

dilaksanakan dapat terpenuhi. 
d. Prosentase   ketepatan   penyelesaian   laporan  BMN  yang  dibuat dapat 

terpenuhi. 
 

 Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi 
Pengadilan Agama Polewali. 
 
Kinerja Pengadilan Agama Polewali yang tinggi perlu didukung dengan 
tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan 
prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, Pengadilan Agama Polewali secara 
khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui 
penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh 
kegiatannya. Selain itu, Pengadilan Agama Polewali akan terus berupaya 
meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk mendukung kinerjanya. 
Pengadilan Agama Polewali menyadari hal itu, maka untuk mendorong 
peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi 
Pengadilan Agama Polewali diperlukan indikator kinerja, berupa prosentase 
realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran 
meningkat. 
 
PETA STRATEGI 
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Ketujuh sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk 
saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Polewali. 
Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, 
Pengadilan Agama Polewali memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran 
strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut ini : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan kredibilitas 

aparat Peradilan Agama 

Polewali sebagai penegak 

hukum yang profesional, 

bermoral dan berdedikasi 

tinggi yang didukung 

sarana dan prasarana 

yang memadai. 
 

Meningkatkan 

kualitas 

aparatur 

Peradilan 

Agama dalam 

melaksanakan 

tugas dan 

fungsinya. 

Meningkatkan 

manajemen Peradilan 

Agama yang modern 

dalam memberikan 

pelayanan prima 

terhadap masyarakat 

pencari keadilan 

Mewujudkan Pengadilan 
Agama Polewali sebagai 
lembaga penegak hukum 
yang bersih dan berwibawa 
dengan sistem peradilan 
yang sederhana, cepat, 
transparan dan akuntabel 

Mewujudkan birokrasi 

yang modern dengan 

mengedepankan 

dimensi independensi, 

integritas dan budaya 

kerja pada Pengadilan 

Agama Polewali 

Mewujudkan 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

publik 

terhadap 

masyarakat 

pencari 

keadilan 

Sasaran strategi (SS1) 

Peningkatan  kinerja  

penyelesaian  perkara  

pada  Pengadilan 

Agama Polewali 

Sasaran strategi (SS2) 

Peningkatan   tertib   

administrasi   perkara   

pada   

Pengadilan Agama 

Polewali 

Sasaran strategi 

(SS5) Peningkatan 

kualitas SDM pada 

Peradilan Agama 

Polewali 

Sasaran strategi 
(SS6) 
Peningkatan 
dukungan manajmen 

dalam pelaksanaan 
tupoksi Pengadilan 
Agama 

Sasaran strategi (SS4) 
Peningkatan   aksesibilitas   

masyarakat  terhadap   
Peradilan   Agama Polewali 

(acces to justice) 
 

Sasaran strategi 

(SS3) Peningkatan  

kualitas  

pengawasan  pada  

Peradilan Agama 

Polewali 

Sasaran strategi (SS7) 

Peningkatan sarana 

prasarana dalam 

menunjang pelaksanaan 

tupoksi Pengadilan 

Agama Polewali 

 
FINANCIAL 

 

KETERSEDIAAN 

ANGGARAN 

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG 

LUHUR, BERMARTABAT DAN BERWIBAWA 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Untuk mengukur pencapaian Renstra 2015-2019, Pengadilan Agama Polewali menetapkan 

beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut: 

 

Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama yang 

digunakan, dijelaskan dalam Lampiran di bawah ini. 

LAMPIRAN 

MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Mewujudkan 

Pengadilan Agama 

Polewali sebagai 

lembaga penegak 

hukum yang 

bersih dan 

berwibawa dengan 

diterapkannya 

sistem peradilan 

yang sederhana, 

cepat, transparan 

 

Peningkatan kinerja penyelesaian 

 perkara pada Pengadilan Agama 

Polewali 

 

1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan menjadi 
meningkat. 

2. Prosentase perkara yang diselesaikan menjadi 
meningkat. 

3. Prosentase perkara yang diputus tingkat pertama 
kurang dari 6 (enam) bulan menjadi menurun. 

4. Prosentase perkara yang diminutasi menjadi meningkat 
5. Prosentase putusan tingkat pertama yang tidak banding 

menjadi meningkat. 

1. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
2. Prosentase perkara yang diselesaikan

3. Prosentase perkara yang diputus kurang dari 

6 (enam) bulan

4.  Prosentase perkara yang diminutasi

5. Prosentase putusan tingkat pertama yang tidak

banding dan kasasi

Indikator 
Hasil

6. Prosentase berkas yang diajukan secara lengkap

7. Prosentase berkas yang diregister dan siap  di 

distribusikan ke Majelis

8. Prosentase pengiriman berkas banding, kasasi dan 

PK yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan 

Kasasi tepat waktu.

9. Prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat.

10. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip

Indikator 
Proses

11.Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

12. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan 

13. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

14. Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal

15. Prosentase putusan yang dipublikasikan

Indikator 
Dampak

Indikator 
Input

16. Prosentase Pembinaan Teknis Yustisial
17. Prosentase Pembinaan Non Yustisial

18. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran

layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran

19. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan

keuangan yang dibuat

20. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi 

kepegawaian yang dilaksanakan

21. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN 

yang  dibuat

22. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran

pengadaan  dalam satu tahun anggaran
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dan akuntabel 

Peningkatan tertib administrasi 

perkara pada Pengadilan 

Agama Polewali 

 

1. Prosentase berkas yang diajukan secara lengkap dapat 
terpenuhi. 

2. Prosentase berkas yang  diregister dan  siap  
didistribusikan  ke Majelis dapat terpenuhi. 

3. Prosentase pengiriman berkas banding, kasasi dan PK 
yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi 
tepat waktu. 

4. Prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat tepat 
waktu. 

5. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip 

Peningkatan     kualitas     

pengawasan     pada Peradilan 

Agama Polewali. 

e. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dapat 
meningkat. 

f. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan. 
g. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti tepat waktu. 
h. Prosentase   pelaksanaan   sistem   pengendalian   

internal   dapat dilaksanakan. 

Mewujudkan 

peningkatan 

kualitas pelayanan 

publik terhadap 

masyarakat 

pencari keadilan 

Peningkatan   aksesibilitas   
masyarakat  terhadap   Peradilan   
Agama Polewali (acces to justice) 
 

- prosentase putusan tingkat pertama yang 

dipublikasikan menjadi meningkat 

Mewujudkan 

birokrasi yang 

modern dengan 

mengedepankan 

dimensi 

independensi, 

integritas dan 

budaya kerja pada 

Pengadilan Agama 

Polewali 

Peningkatan kualitas SDM 

pada Peradilan Agama 

Polewali. 

1. Prosentase Pembinaan Teknis Yustisial. 

2. Prosentase Pembinaan Teknis Non Yustisial. 

Peningkatan   dukungan   

manajemen   dalam   

pelaksanaan   tupoksi 

Pengadilan Agama Polewali 

 

 

1. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan 
perkantoran dalam satu tahun anggaran. 

2. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan. 
3. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi 

kepegawaian yang dilaksanakan. 

4. Prosentase   ketepatan   penyelesaian   

laporan  BMN. 

Peningkatan sarana prasarana 

dalam menunjang pelaksanaan 

tupoksi Pengadilan Agama 

Polewali. 

- prosentase realisasi pelaksanaan anggaran 

pengadaan dalam satu tahun anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA STRATEGI PENGADILAN AGAMA POLEWALI 2015-2019 

VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TARGET  

2015 2016 2017 2018 2019 

Terwujudnya 
Pengadilan 
Agama 
Polewali 
Yang Luhur, 
Bermartabat 
dan 
Berwibawa 

Meningkatkan 
kredibilitas aparat 
Peradilan Agama 
Polewali sebagai 
penegak hukum 
yang profesional , 
bermoral dan 
berdedikasi tinggi 
yang didukung 
sarana dan 
prasarana yang 
memadai; 
 

Mewujudkan 
Pengadilan Agama 
Polewali sebagai 
lembaga penegak 
hukum yang bersih 
dan berwibawa 
dengan 
diterapkannya 
sistem peradilan 
yang sederhana, 
cepat, transparan 
dan akuntabel 

 

Peningkatan kinerja 
penyelesaian  perka
ra pada Pengadilan 
Agama Polewali 

 

1. Prosentase sisa perkara yang 
diselesaikan menjadi meningkat. 

100 100 100 100 100 

2. Prosentase perkara yang diselesaikan 
menjadi meningkat. 

96 96 96,5 96,5 97 

3. Prosentase perkara yang diputus 
kurang dari 6 (enam) bulan menjadi 
menurun. 

98 98 99 99 99 

4. Prosentase perkara yang diminutasi 
menjadi meningkat 

99,5 99,5 100 100 100 

5. Prosentase putusan tingkat pertama 
yang tidak banding menjadi meningkat. 

98 98 99 99 99 

Peningkatan tertib 
administrasi 
perkara pada 
Pengadilan 
Agama Polewali 

 

1. Prosentase berkas yang diajukan 
secara lengkap dapat terpenuhi. 

100 100 100 100 100 

2. Prosentase berkas yang  diregister 
dan  siap  didistribusikan  ke Majelis 
dapat terpenuhi. 

100 100 100 100 100 

3. Prosentase pengiriman berkas 
banding, kasasi dan PK yang dikirim ke 
Pengadilan Tingkat Banding dan 
Kasasi tepat waktu. 

100 100 100 100 100 

4. Prosentase ketepatan laporan perkara 
yang dibuat tepat waktu. 

100 100 100 100 100 

5. Prosentase berkas perkara yang 
masuk box arsip 

99,5 99,5 100 100 100 

Peningkatan     
kualitas     
pengawasan     
pada Peradilan 
Agama Polewali. 

1. Prosentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti dapat meningkat. 

100 100 100 100 100 

2. Prosentase pelaksanaan pengawasan 
sesuai perencanaan. 

100 100 100 100 100 

3. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 
tepat waktu. 

100 100 100 100 100 



4. Prosentase   pelaksanaan   sistem   
pengendalian   internal   dapat  
dilaksanakan. 

100 100 100 100 100 

 Meningkatkan 
kualitas aparatur 
Peradilan Agama 
dalam 
melaksanakan tugas 
dan fungsinya. 

Mewujudkan 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik 
terhadap 
masyarakat pencari 
keadilan 

Peningkatan   
aksesibilitas   
masyarakat  
terhadap   
Peradilan   Agama 
Polewali (acces to 
justice) 
 

- prosentase putusan tingkat pertama 
yang dipublikasikan menjadi meningkat 

99,5 99,5 100 100 100 

Meningkatkan 
manajemen 
Peradilan Agama 
yang modern dalam 
memberikan 
pelayanan prima 
terhadap 
masyarakat pencari 
keadilan; 
 

Mewujudkan 
birokrasi yang 
modern dengan 
mengedepankan 
dimensi 
independensi, 
integritas dan 
budaya kerja pada 
Pengadilan Agama 
Polewali 

Peningkatan 
kualitas SDM pada 
Peradilan Agama 
Polewali. 

1. Prosentase Pembinaan Teknis 
Yustisial. 
 

100 100 100 100 100 

2. Prosentase Pembinaan Teknis Non 
Yustisial. 
 

100 100 100 100 100 

Peningkatan   
dukungan   
manajemen   
dalam   
pelaksanaan   
tupoksi Pengadilan 
Agama Polewali 
 
 

1. Prosentase realisasi pelaksanaan 
anggaran layanan perkantoran dalam 
satu tahun anggaran. 

100 100 100 100 100 

2. Prosentase ketepatan penyelesaian 
laporan keuangan. 

100 100 100 100 100 

3. Prosentase ketepatan pelayanan 
administrasi kepegawaian yang 
dilaksanakan. 

100 100 100 100 100 

4. Prosentase   ketepatan   
penyelesaian   laporan  BMN. 

100 100 100 100 100 

Peningkatan 
sarana prasarana 
dalam menunjang 
pelaksanaan 
tupoksi Pengadilan 
Agama Polewali. 

 

- prosentase realisasi pelaksanaan 
anggaran pengadaan dalam satu tahun 
anggaran. 

 

100 100 100 100 100 

 

 



 

 

 

 

 


